LEMBARAN-NEGARA -
REPUBLIK INDONESIA SERIKAT

Nr 13, 1950. PEMERINTAHAN

_Undang-undang darurat
penjelenggaraan tugas
Pasundan oleh, Repu
-(Pendjelasan dalam
Nr 5, tahun 1950).

Presiden Republik Indonesia Serikat,

Nr 10, tahun 1950, tentang
“Pemerintahan daerah Negara
blik Indonesia Serikat,

Tambahan Lembaran-‘Negé,ra;

Menimbang: bahwa berhubun
Pemerintah Negara Pasundan kepad

Serikat untuk menjelenggarakan selyr
serta pernjataan Wali-Negara Pasun
djabatannja, dianggap perly denga
peraturan untuk penjelenggaraan tugas-pemerintahan bagi
daerah-bagian tersebut oleh Republik Indonesia Serikat;

Menimbang: bahwa karena keadaan-keadaan jang

mendesak, peraturan penjelenggaraan tugas-pemerintahan
tersebut diatas perly segera diadakan;

- Mengingat; pasal-pasal 54 (1) dan 139 Konstitusi
Republik Indonesia Serikat;

Memutuskan:
Menetapkan:

undang~undang darurat tentang penjelenggaraan tugas-

Pemerintahan daerah Negara Pasundan oleh Republik Indo-
.lllegia Serikat. e, £

"Pasal 1.

. Untuk  daerah Negara Pasundan ditetapkan djabatan
KOmisaris-Pemerintah. ha e
. Pasa_l 2_.'

esiden,

iy

NEGARA  pASUNDAN

P.Komisaris~Pemerintah ~diangkat .dan ,dlbexhe!ltjk i ;o..lf? '
r o gl “ :
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1) - KOmisaris~Pemeri'ntah c‘liserahi menjelenggarakan se.
luruh tugas-—pemerintahan' dari Negara Pasundan, sebanjak
mungkin dalam kerdjasama dengan alat-alat perlengkapan
dan kekuasaan jang ada di Negara itu.
a Komisaris-Pemerintah diserahi penjeleng-
h Negara Pasundan dari pada tugas.
k Indonesia Serikat.-

:.2) Seterusnj
garaan ~di daera
pemerintahan Republi

VPasal 4.

Dengan menjimpang dari ,,Regeling Staatkundige Orga-
nisatie Negara Pasundan” (Staatsblad 1948 No. 116)
mengenai para Menteri dan Parlemen Negara Pasundan,
Komisaris-Pemerintah diserahi membentuk susunan baru
dari Kementerian-kementerian mendjadi departemen-depar-
temen jang kepala-kepalanja bertanggung-djawab kepadanja.

Pasal 5.

-Presiden menetapkan sebuah instruksi untuk Komisaris-
Pemerintah dalam hal mana djika perlu dapat menjimpang
dari pada penetapan-penetapan Undang-undang dan pera-
turan-peraturan ketatanegaraan lainnja, termasuk pula
Regeling Staatkundige ~Organisatie Negara Pasundan”
(Staatsblad 1948 No. 116). ’

Pasal 6.

_-Dengan menunggu terbentuknja instruksi seperti tersebut
dglgﬁ; pasal 5, Komisaris-Pemerintah mendjalankan tugasnja
. dengan memperhatikan petundjuk-petundjuk Menteri Dalam
Negeri, kepada siapa seterusnja dikuasakan untuk mengambi
segala tindakan-tindakan ‘seperlunja untuk penjelenggaraart
Undang-undang ini.. : ; : ’

Pasal 7.

dh}fnnuﬁﬁg;undang darurat ini mulai berlaku pa
Eiart. 1950 serta berlaku surut sampai pada tangga

da harl
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3 ~ Nr 13, 1950

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja, memerin-
tahkan pengumuman ‘Undang-undang darurat inj dengan

penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia
Serikat,

Ditetapkan di Djakarta,
pada tanggal 10 Pebruari 1950,

Presiden Republik Indonesia Serikat,
SOEKARNO.

Perdana-Menteri,

MOHAMMAD HATTA.

Menteri Dalam Negeri,
IDE ANAK AGUNG GDE AGUNG.
Diumumkan di Djakarta,
pada tanggal 20 Pebruari 1950.
Menteri Kehakiman,
SOEPOMO.
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